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Catatan: 

 Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mohon peninjauan 

ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan 

pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).  

 KUHAP sebagai hukum acara pidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak 

yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).  

 Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Pasal 263 

ayat (2) KUHAP):  

a. Apabila ada "keadaan baru" atau novum;   

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan;  

c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. 

 Untuk mengajukan upaya hukum peninjauankembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah 

satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru , atau yang disebut dengan 

Novum. 

 Alasan matriil PK – ditemukannya novum dalam perkara pidana – disebut dengan “keadaan baru” 

terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.  

 Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat-syarat: 

a. Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf b 

tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat / yang sudah ada 

pada saat sidang pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus 

oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut. 

b. Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau 

terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru 

diketahui/ditemukan setelah perkara diputus; 

c. Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan 

pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.  

 Pengertian kerugian negara/daerah dapat diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 

UU No. 1 Tahun 2004 dan pengertian dalam perspektif  Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 

jo UU No. 20 Tahun 2001. 

Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian 

negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
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 Dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negaraadalah kerugian yang disebabkan karena 

perbuatan melawan hukum atautindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dibedakan atas: 

1. Kerugian yang secara nyata telah ada, yaitu kerugian negara yang sudah dapat dihitung 

jumlahnya; dan 

2. Kerugian yang belum nyata dan pasti atau masih bersifat potensi. Meskipun baru potensi, nilai 

kerugian negara tersebut harus dapatdihitung. 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

a) Pasal 1 angka 1  

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana 

dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

b) Pasal 10 ayat (1) 

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola 

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 

negara.  

c) Pasal 10 ayat (2) 

Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti 

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

a) Pasal 47 ayat (2) huruf a  

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.  

b) Pasal 49 ayat (2) 

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan  

tertentu yang meliputi: 

a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 
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b. kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku  

Bendahara Umum Negara; dan 

c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 

 Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen 

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012  tersebut, maka 

Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang  

menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 

2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk 

melakukan audit berdasarkan peraturan. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak 

pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat  berkoordinasi dengan BPKP dan BPK , melainkan dapat 

juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan 

BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau 

badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari 

perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan 

negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. 

 

 

 


